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Child trafficking is a modern form of human slavery and also
constitutes one of the most egregious violations of human dignity.
No country in the world condones any form of human trafficking
and continues to strive to eradicate such acts based on the
understanding that human beings are the most perfect creatures
created by God Almighty and their dignity must be upheld, so that
they are not fit to be trafficked or bought and sold. This study
employs a normative legal research method aimed at discovering
legal truth, analyzing gaps in legal norms, and examining legal
protections in cases of child trafficking via social media, where
Children are trafficked or sold by the victim’s parent (father). How
law enforcement prevents such cases occurring on digital
platforms requires adequate implementation from both law
enforcement agencies and the public.

Abstrak

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia
dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari
pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun
negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan
orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan
tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling ssmpurna dan harus
dijunjung tinggi harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak
untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan
untuk menemukan kebenaran hukum, menganalisis kekosongan
norma hukum dan perlindungan hukum dalam kasus Perdagangan
Anak Lewat Media Sosial yang diperdagangkan atau diperjual
belikan oleh Orang Tua (Ayah) dari Korban. Bagaimana penegak
hukum mencegah kasus yang terjadi dalam platform digital untuk
itu membutuhkan implementasi yang memadai baik dari pihak
penegak hukum maupun masyarakat.
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PENDAHULUAN

Setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi selaras

dengan martabat dan kehormatannya, yang dijamin oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
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undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, setiap orang berhak
mendapatkan perlakuan yang adil sebagai manusia dengan derajat yang setara dengan orang lain.
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum “rechstaat” bukan didasarkan
pada kekuasaan semata “machtsstaat”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Hukum suatu bangsa sebenarnya mencerminkan kehidupan sosial masyarakatnya.
Namun, hukum bukanlah struktur sosial yang tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu karena
perannya untuk melayani masyarakat. Perubahan hukum paling jelas terlihat ketika mengikuti
perkembangan sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aturan
hukum yang berlaku di sana.

Perdagangan anak atau child trafficking, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional
yang paling serius. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga
merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia.
Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus
mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia
adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi
harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju,
menurut laporan dari United Nation office on Drugs and Crime (UNODC) sekitar 1,2 juta anak
dibawah umur menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya. Di Indonesia, isu ini semakin
mendesak dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak yang dilaporkan, menciptakan
kebutuhan mendesak untuk kajian yuridis mengenai kebijakan yang ada.! Perdagangan anak di
Indonesia telah menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama 5 tahun terakhir, kasus perdagangan anak menunjukkan
trend peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022 tercatat lebih dari 1.200
kasus perdagangan anak dimana mayoritas korban berusia di bawah 12 tahun. Hal ini menunjukkan
bahwa anak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa justru menjadi
korban eksploitasi oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka.?

Berbicara mengenai perlindungan terhadap korban, utamanya yang menjadi korban tersebut

adalah anak. Untuk itulah di Indonesia, pada konteks perlindungan anak sangat ditekankan upaya-

! United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Global Report on Trafficking in Persons.
2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPALI). (2022). Laporan Tahunan KPAI 2022.
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upaya yang menjurus pada pemenuhan perlindungan anak, agar sang anak kemudian dapat tumbuh
menjadi entitas masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana kehendak dari butir Pancasila dan
UUD 1945.2 Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara, karena mereka adalah benih, harapan,
dan generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Semua
anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang
sehat, serta standar integritas pribadi yang tinggi, agar mereka dapat memenuhi peran-peran tersebut
ketika dewasa. Anak- anak memegang kunci masa depan bangsa kita. Anak- anak memiliki hak-hak
yang harus dihormati dan dijaga seperti halnya orang dewasa. Mengutamakan perlindungan ini bukan
hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang didasarkan pada prinsip HAM
dan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan memastikan perlindungan yang
memadai bagi anak -anak, kita tidak hanya melindugi masa depan sebagai individu, tetapi juga
berinvestasi dalam keberlanjutan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu
pelanggaran serius terhadap hak asasi anak terjadi ketika mereka diperlakukan sebagai objek yang
dapat dipejualbelikan demi keuntungan pribadi. Ini mencerminkan pandangan yang tidak manusiawi
dan merendahkan harkat serta martabat anak sebagai subjek yang setara dengan orang dewasa.*
Berdasarkan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), negara
memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan. CRC
menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), yang berarti bahwa
setiap tindakan, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun negara, harus mengutamakan keselamatan
dan kesejahteraan anak. Dalam kasus perdagangan anak, prinsip ini telah diabaikan karena
kepentingan ekonomi orang dewasa justru ditempatkan di atas hak dan keselamatan anak.’
Perdagangan anak, termasuk penjualan anak oleh orang tua kandung dengan dalih adopsi, merupakan
pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia, karena menempatkan anak sebagai objek transaksi
dan menghilangkan martabat kemanusiaannya. Dalam perspektif HAM, anak adalah subjek hukum
yang memiliki hak melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak
atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Tindakan
memperjualbelikan anak jelas melanggar prinsip dasar HAM yang menegaskan bahwa manusia tidak

boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.

3 https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/1017 8/pdf

4 Sigar, P. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang
Dijadikan Pekerja Seks Komersial . Program Studi lImun Hukum, Fakultas IImu Sosial Dan Hukum,
Universitas Negeri Manado.

5 United Nations, Convention on the Rights of the Child (CRC).
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Dengan demikian penting untuk menyadari bahwa, kasus penjualan anak atau perdagangan
anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks. Dengan memahami
berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan anak, kita dapat mengembangkan
pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif untuk
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya tanggung jawab
pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya
ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan
mengembangkan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan

hukum mengenai Kebijakan Hukum dalam Tindakan Perdagangan Anak.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang
tertulis dalam perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis. Dalam kasus ini, terdapat
pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan hukum pidana yang mengatur tentang perdagangan
manusia. Tetapi kebijakan dalam kasus tersebut masih lemah, sehingga penelitiannya digunakan
dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimiliki objek kajian
tentang kaidah atau aturan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif.
Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang
mendasari tindakan perdagangan anak, termasuk aspek sosial, ekonomi, psikologis dan hukum yang
terlibat.
1. Pendekatan perundang undangan (statuta approach); merupakan penelitian yang mengutamakan
bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam

melakukan penelitian.
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2. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang sangat efektif dan menganalisis fenomena sosial
yang kompleks dan spesifik, seperti kasus yang sudah peneliti tuangkan dalam bab — bab
sebelumnya, contoh seorang Ayah yang menjual anak bayinya lewat media sosial. Pendekatan ini
memberi peneliti ruang untuk menggali lebih dalam konteks sosial, psikologis, dan ekonomi yang

menyebabkan Tindakan tersebut.

Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum
yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan
hukum primer yang digunakan yaitu:
a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 6 dan Pasal 78 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
¢. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) UU ITE
d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan primer,
sumber kepustakaan sekunder dalam penelitian ini meliputi:
a. Buku
b. Jurnal
c. Artikel
3. Bahan hukum tersier yaitu website.
Dengan mengacu pada masalah penelitian yang dirumuskan, maka penelitian ini ada bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok-

pokok permasalahan.

Analisis Bahan Hukum
Pada jenis penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian
hukum kepustakaan (Library Research). Artimya, data diuraikan secara terstruktur dan logis dalam

bentuk kalimat, sehingga mudah diinterpetasikan dan dipahami. Maka data hasil penelitian yang akan

518



Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Lewat Media Sosial
Debby Jolanda Mahamura?, Diana D. Putong?, Yoan B. Runtunuwu?

disajikan adalah data dalam bentuk “essay” dengan kalimat-kalimat pertanyaan.®

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga
sebagai penelitian hukum kepustakaan (library research), karena lebih menitikberatkan pada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin
para sarjana hukum.” Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum
normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum.®

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Lewat Media Sosial
1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional
Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi yang harus dijamin, dilindungi,
dan dipenuhi oleh negara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.®
Undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan
untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.*°

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan
dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, berdasarkan berbagai
pertimbangan tersebut, dibentuklah UU No. 35/2014 yang adalah sebagai perubahan atas UU No.
23/2002 guna memperkuat perlindungan atas hak-hak anak yang ada di Indonesia. Secara normatif,

perlindungan hukum dalam undang-undang ini mencakup perlindungan preventif dan represif.

¢ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum
kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

7 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
8 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

10 Ibid., Pasal 1 angka 2.
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Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, dan pembinaan, sedangkan
perlindungan represif diberikan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku
pelanggaran hak anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dalam
menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam hak
dan keselamatan anak, termasuk kasus ayah kandung yang menjual anaknya melalui media sosial,
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena mengabaikan hak
dasar anak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.
Proses pengajuan permohonan dimulai dengan pelaporan dugaan TPPO kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia.!* Pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, kuasa
hukum, pekerja sosial, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana. Setelah laporan
diterima, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan fakta hukum,
mengumpulkan alat bukti, dan menetapkan status anak sebagai korban berdasarkan ketentuan hukum
acara pidana.'? Untuk menjamin keselamatan dan perlindungan korban, anak atau kuasanya dapat
mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).*®
Permohonan dapat diajukan secara langsung, melalui keluarga, atau melalui aparat penegak hukum.
Berdasarkan ketentuan undang-undang, LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik,
psikologis, pendampingan hukum, serta menjaga kerahasiaan identitas anak korban.* Dalam proses
peradilan pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) menjadi landasan
utama.® Pemeriksaan korban dilakukan dengan metode ramah anak, menghindari tekanan psikologis,
dan dapat dilakukan tanpa mempertemukan anak secara langsung dengan terdakwa. Identitas korban
wajib dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial dan perlindungan terhadap masa depan anak.'®

Anak korban TPPO juga berhak mengajukan restitusi sebagai ganti kerugian yang timbul

11 1bid., Pasal 5-6.

12 1bid., Pasal 14-15

13 bid., Pasal 6-7.

1 1bid., Pasal 9-10

15 Ibid., Pasal 1 angka 2.
16 1bid., Pasal 10-12.
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akibat tindak pidana.l’” Permohonan restitusi dapat diajukan melalui penyidik atau melalui jaksa
penuntut umum dalam surat tuntutan. Hakim dapat menetapkan pembayaran restitusi dalam amar
putusan pidana apabila terbukti adanya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.®
Selain itu, anak korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi
sosial.® Layanan ini difasilitasi olen Kementerian Sosial, dinas sosial daerah, LPSK, dan lembaga
perlindungan anak. Perlindungan ini memastikan bahwa pemulihan korban tidak berhenti pada tahap
hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial.?°

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya anak korban TPPO sering
menghadapi sejumlah kendala dalam menjalani proses hukum, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman hukum oleh anak dan keluarganya, sehingga kesulitan mengajukan
laporan dan permohonan perlindungan.

2. Proses hukum yang panjang dan kompleks, membuat anak mengalami stres dan trauma
berkepanjangan.??

3. Keterbatasan fasilitas ramah anak di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga
pemeriksaan korban terkadang tidak sepenuhnya memperhatikan aspek psikologis dan
keamanan anak.?

4. Ancaman atau intimidasi dari pelaku atau jaringan perdagangan orang, yang dapat
menimbulkan rasa takut bagi korban dan keluarganya.?*

5. Koordinasi antar lembaga hukum dan sosial yang masih terbatas, sehingga bantuan hukum,
rehabilitasi, dan pendampingan sering tidak berjalan secara terpadu.?

Dengan demikian, pengajuan permohonan bagi anak sebagai korban TPPO merupakan
rangkaian mekanisme hukum yang terintegrasi, dimulai dari pelaporan, permohonan perlindungan,
penetapan status korban, pendampingan dalam proses peradilan, permohonan restitusi, hingga
pemulihan dan rehabilitasi.?® Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip perlindungan khusus terhadap anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sambil

7 1bid., Pasal 25-26.

18 |bid., Pasal 26 ayat (2).

19 1bid., Pasal 18-19.

20 1bid., Pasal 20-21.

21 Harkristuti Harkrisnowo, Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2003), him. 45

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), him. 78-79.
23 1bid., him. 80.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), him. 112.

% |bid., him. 115-116.

% |bid., Pasal 5-7; Pasal 14-16.
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meminimalkan kendala-kendala praktis yang dapat menghambat pemenuhan hak korban.?’

Menurut penulis, untuk mengatasi kendala dalam implementasi restitusi bagi anak sebagai
korban TPPO yang dijual oleh ayah kandungnya sendiri melalui media sosial karena krisis ekonomi
untuk membayar hutang karena judi online, diperlukan kerja sama yang kuat antara aparat penegak
hukum, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Penegak hukum didalamnya pihak kepolisian,
kejaksaan, dan hakim harus memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan restitusi benar-benar
diproses sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan juga aktif dalam
memasukkan tuntutan restitusi dalam dakwaan yang berkaitan dengan TPPO. Pengawasan internal
terhadap kinerja aparat penegak hukum juga perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah perlu
memperkuat mekanisme pendampingan melalui lembaga seperti LPSK dan Dinas Sosial agar anak
korban memperoleh bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta jaminan pemenuhan hak-haknya.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan media sosial dalam mencegah jualbeli anak secara
ilegal dan pemberantasan judi online juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus
serupa. Dengan demikian, perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban dapat terlaksana
secara optimal.

2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU TPPO menegaskan bahwa setiap perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa,
perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, apabila seorang ayah menjual
atau mengeksploitasi anaknya melalui media sosial untuk melunasi hutang, termasuk hutang judi
online, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai TPPO karena memenuhi unsur eksploitasi
dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban yang berada dalam posisi rentan. Regulasi ini
menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi
manusia dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban. Dalam konteks anak
sebagai korban, UU TPPO memberikan perhatian khusus karena anak merupakan kelompok yang
paling rentan terhadap praktik eksploitasi, termasuk yang dilakukan melalui media sosial ataupun

oleh pihak terdekat seperti keluarga sendiri.?®

27 1bid., konsiderans UU N0.21/2007 dan UU No0.23/2002.
28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
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Untuk memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban perdagangan oleh orang tua
kandung sendiri, Pasal 17 UU TPPO ditegaskan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidana terhadap pelaku dapat ditambah sepertiga dari pidana
yang diatur dalam ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan
pemberatan sanksi karena anak dianggap sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan
khusus dari praktik eksploitasi, termasuk yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang serta diperkuat olen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
memperkuat perlindungan dalam proses peradilan bagi anak sebagai korban TPPO:

a. Tahap Penyelidikan

Pada tahap awal ini, aparat penegak hukum menerima laporan atau menemukan indikasi
adanya tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan UU TPPO, aparat kepolisian melakukan
pengumpulan informasi awal terkait dugaan eksploitasi anak melalui media sosial. Dalam kasus
seorang ayah yang mengeksploitasi anaknya untuk membayar hutang judi online, penyelidik akan
mengidentifikasi unsur-unsur perdagangan orang seperti perekrutan, eksploitasi, penyalahgunaan
kekuasaan, serta posisi rentan anak sebagai korban.

b. Tahap Penyidikan

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan korban, bukti
digital dari media sosial, serta bukti transaksi yang berkaitan dengan eksploitasi anak. UU TPPO juga
menegaskan bahwa korban anak harus mendapatkan perlindungan khusus selama proses penyidikan,
termasuk pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, atau lembaga perlindungan anak.

c. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum melanjutkan perkara ke
tahap penuntutan di pengadilan. Jaksa akan menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal-pasal dalam
UU TPPO, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan penyalahgunaan hubungan
kekuasaan oleh pelaku. Dalam kasus ini, ayah kandung sebagai pelaku dapat dikenakan pidana karena
melakukan perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan eksploitasi.

d. Tahap Persidangan di Pengadilan

Dalam persidangan, hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan

pembela. Anak sebagai korban dapat memberikan keterangan dengan mekanisme yang ramah anak,

seperti didampingi oleh wali pengganti atau pekerja sosial. Pengadilan juga dapat menjaga
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kerahasiaan identitas korban untuk melindungi kondisi psikologis dan masa depan anak.
e. Putusan dan Pemberian Sanksi

Apabila pelaku terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai
ketentuan dalam UU TPPO. Bahkan pidana dapat diperberat karena korban adalah anak. Selain
menjatuhkan sanksi kepada pelaku, pengadilan juga dapat memerintahkan pemberian restitusi atau
kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.

f. Tahap Pemulihan Korban

UU TPPO menegaskan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi
sosial, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Negara melalui lembaga terkait wajib memberikan
pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta memastikan anak korban dapat kembali
menjalani kehidupan secara aman dan layak.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berperan sebagai dasar
prosedural yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, mulai dari tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. KUHAP memastikan
bahwa setiap proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip due process of law serta
memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana,
termasuk korban.?® KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengumpulkan
berbagai alat bukti yang sah guna membuktikan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184
KUHAP, alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.>® Dalam konteks kasus berbasis media sosial, bukti
digital seperti percakapan, rekaman komunikasi, atau transaksi elektronik dapat digunakan sebagai
bukti surat atau petunjuk yang memperkuat pembuktian terhadap pelaku.

Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Apabila tindak pidana perdagangan orang
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya diperberat.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa
hukum untuk melindungi dirinya dan sering menjadi sasaran eksploitasi seksual, keja paksa, atau
bentuk eksploitasi lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang
melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud
untuk dieskploitasi dipidana.” Pasal ini bertujuan mencegah praktik adopsi ilegal yang berujung pada
perdagangan anak, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun tujuan lain yang melanggar

hukum. Dalam Pasal 6, diatur mengenai tindak pidana membawa anak ke dalam atau ke luar wilayah

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, him. 23.
%0 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, him. 273.
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negara degan maksud untuk dieksploitasi. Ketentuan ini penting dalam konteks pedagangan orang

anak lintas negara (transnasional), yang sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi.

Negara melalui aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menindak tegas pelaku kejahatan

tersebut.3!

3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

ITE adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merujuk pada segala
bentuk informasi, dokumen, dan transaksi yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan melalui
media elektronik atau sistem elektronik. Regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan
yang maksimal bagi korban apalagi dalam menjangkau proses jualbelikan anak yang dilakukan secara
privat terutama dalam hal pencegahan, pemenuhan hak, akses terhadap keadilan, dan pemulihan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan

mengamankan alat bukti digital seperti percakapan di media sosial, identitas akun, maupun data

transaksi elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti

yang sah, proses memperoleh dan memverifikasi bukti digital tetap memerlukan kemampuan teknis,
kerja sama dengan penyedia layanan digital, serta prosedur forensik yang tidak selalu mudah
dilaksanakan dalam praktik penyidikan.®2

Selain itu, kelemahan hukum acara juga berkaitan dengan perlindungan korban anak selama
proses peradilan. Dalam beberapa kasus, anak korban eksploitasi atau perdagangan masih harus
menjalani proses pemeriksaan yang panjang dan berulang, yang berpotensi menimbulkan trauma
kembali bagi korban. Walaupun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pengaturan khusus mengenai perdagangan

orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, implementasinya dalam praktik hukum acara masih menghadapi kendala, seperti

keterbatasan penyidik yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber, kurangnya fasilitas forensik

31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya Pasal
2, Pasal 5, dan Pasal 6, dan ketentuan mengenai hak korban serta restitusi).

32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
UU ITE, Pasal 5.
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digital, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.®

Secara keseluruhan, setiap hak yang tercantum dalam pasal inni sangatlah esensial dalam
menjamin keadilan dan pemulihan bagi anak sebagai korban TPPO dan dijamin oleh hukum
Indonesia secara menyeluruh dan komprehensif, meliputi hak untuk memperoleh perlindungan
identitas dan data pribadi agar tidak tersebar di ruang digital sebagaimana diatur dalam Pasal 26
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE; hak untuk mendapatkan
pendampingan dan layanan hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan agar
hak-hak korban tetap terjamin serta dapat mengajukan restitusi atau ganti kerugian sebagaimana
diatur dalam Pasal 48-49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang; hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pemulihan fisik dan
psikologis, layanan kesehatan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan
secara aman dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 serta Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta hak atas penghapusan konten atau
informasi yang merugikan (right to be forgotten) agar identitas dan kasus korban tidak tersebar di
media sosial atau sistem elektronik, sehingga terhindar dari stigma dan reviktimisasi, yang juga
sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan khusus yang menjadi
kewajiban negara.

Terkahir, menurut penulis Pertama, meskipun UU ITE dan UU TPPO telah memberikan dasar
hukum, pengawasan dan penegakan di lapangan masih lemah, sehingga konten eksploitasi anak
sering lolos dari pemantauan platform digital dan proses hukum terhadap pelaku masih lambat, dan
korban berisiko mengalami reviktimisasi atau trauma tambahan, terutama bila korban berusia sangat
muda. Kesadaran masyarakat dan komunitas digital terkait bahaya TPPO masih rendah, sehingga
ruang media sosial tetap menjadi celah bagi pelaku. Dengan adanya kasus seperti ini penulis
berpendapat perlunya sinergi antara negara, aparat penegak hukum, platform media sosial, dan

masyarakat untuk mencegah kasus serupa. Negara harus memperkuat regulasi dan mekanisme

33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 26; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48-51; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
Pasal 12 dan Pasal 57, mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan hukum, rehabilitasi fisik
dan psikologis, restitusi, serta penghapusan konten merugikan.
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respons cepat terhadap konten ilegal, sementara penegak hukum meningkatkan kapasitas dan
kecepatan penanganan kasus serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Platform
media sosial wajib menjalankan tanggung jawab digital dengan menyediakan fitur pelaporan dan
penghapusan konten secara efektif, serta melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya TPPO.
Masyarakat juga berperan aktif dengan menolak berbagi konten eksploitasi anak dan melaporkan
indikasi TPPO. Dengan langkah kolaboratif ini, diharapkan kasus perdagangan anak melalui media

sosial dapat diminimalkan, dan hak-hak korban tetap terlindungi secara optimal.

Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
Mengeksplitasi Anak untuk Diperdagangkan atau Diperjualbelikan
1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang
menargetkan anak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), meskipun secara spesifik TPPO lebih rinci diatur dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam KUHP,
beberapa pasal dapat dijadikan dasar sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi anak, antara lain:

1. Pasal 330 KUHP tentang pemufakatan jahat atau persekongkolan untuk mempermudah
perdagangan orang, yang ancaman pidananya dapat mencapai 5 tahun penjara.

2. Pasal 331 KUHP yang mengatur tindak pidana membawa orang ke luar negeri dengan maksud
eksploitasi atau perdagangan, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.

3. Pasal 332 KUHP yang secara khusus mengatur pengangkutan atau pemindahan anak di bawah
umur untuk tujuan eksploitasi, dengan ancaman pidana lebih berat, yakni hingga 12 tahun
penjara, apalagi bila disertai unsur kekerasan, ancaman, atau penipuan.®
Lebih lanjut, KUHP memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menggabungkan pasal-

pasal ini dengan ketentuan sanksi tambahan, seperti denda atau penyitaan barang bukti, jika tindakan
pelaku memperburuk kondisi korban atau melibatkan lebih dari satu anak. Dalam praktiknya, sanksi
KUHP sering digunakan bersama-sama dengan UU TPPO untuk memberikan efek jera yang lebih
tinggi, terutama karena TPPO yang menimpa anak dianggap sebagai kejahatan berat dan merusak

kepentingan generasi muda.®

% Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 330332 tentang sanksi pidana bagi pelaku
perdagangan orang.

% Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengenai
pengaturan pidana khusus bagi pelaku TPPO, termasuk yang mengeksploitasi anak.
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Selanjutnya unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan
memperdagangkan anak dengan orang lain.” Menggambarkan unsur kesengajaan dan motif ekonomi
dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak, di mana tindakan ini dilakukan secara
sadar tanpa persetujuan dari orang tua lainnya, yakni ibu korban yang sedang bekerja di luar daerah,
sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak;
unsur kesengajaan terlihat dari tindakan ayah yang secara aktif memindahkan atau “menyerahkan”
anaknya untuk tujuan transaksi ekonomi, sedangkan unsur eksploitasi terpenuhi karena anak
dijadikan objek perdagangan demi keuntungan pribadi pelaku; tindakan ini juga memenuhi unsur
pembiaran terhadap hak asuh anak dan pengingkaran terhadap perlindungan hukum anak, karena
anak berada dalam posisi rentan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang
memengaruhi keselamatan dan kesejahteraannya; kesadaran hukum dan perlindungan sosial anak
ditegakkan ketika ibu korban mengetahui peristiwa tersebut dan segera melaporkannya ke kepolisian,
sehingga negara melalui aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi investigasi, penindakan,
serta pemulihan hak dan perlindungan psikologis anak korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 332—
335 KUHP dan mekanisme restitusi serta pendampingan hukum dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 103
KUHAP.

Patut untuk dikemukakan bahwa sistem pemidanaan seharusnya menekankan keseimbangan
antara fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif, sehingga tujuan hukum pidana tidak hanya
menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan korban, khususnya dalam
kasus yang melibatkan anak sebagai korban TPPO; sistem ini harus mampu menyesuaikan ancaman
pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan, termasuk pemberatan
hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kewajiban terhadap korban, serta
memberikan alternatif pidana yang bersifat restoratif, seperti ganti kerugian, restitusi, dan rehabilitasi
korban; selain itu, pemidanaan di Indonesia harus diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan
anak, pendampingan hukum, dan layanan psikologis dalam proses penyidikan dan persidangan, agar
anak sebagai korban tidak mengalami reviktimisasi; sistem pemidanaan juga perlu adaptif terhadap
perkembangan teknologi, termasuk perdagangan anak melalui media digital, sehingga pelaku tidak
dapat memanfaatkan celah hukum, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan
transparan; dengan demikian, sistem pemidanaan di Indonesia harus mencerminkan prinsip keadilan
substantif, perlindungan korban, kepastian hukum, dan penegakan hak asasi manusia, sehingga
hukum pidana tidak hanya menjadi alat penjerakan, tetapi juga instrumen perlindungan dan

pemulihan sosial bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.
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2. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam upaya melindungi hak anak sebagai korban TPPO sekaligus mencegah berbagai bentuk
kegiatan tersebut, maka berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, pemerintah,
pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya
penanganan yang cepat, pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan
psikologis guna memulihkan kondisi fisik dan mental anak. Perlindungan terhadap anak merupakan
kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta
melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu bentuk kejahatan yang
sangat merugikan anak adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menempatkan anak
sebagai korban eksploitasi secara fisik, ekonomi, maupun seksual. Oleh karena itu, sistem hukum di
Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang
melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut, ketentuan ini yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap anak
korban perdagangan orang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa
perlindungan khusus diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus
kepada anak yang menjadi korban TPPO. Bentuk perlindungan tersebut meliputi berbagai upaya,
antara lain penyelamatan korban, pemberian rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan psikologis,
bantuan hukum selama proses peradilan, serta upaya reintegrasi sosial agar anak dapat kembali
menjalani kehidupan secara layak di lingkungan keluarga dan masyarakat.3’

Penulis juga menilai bahwa koordinasi antar institusi hukum (kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan) belum berjalan secara terpadu, terlihat dari minimnya transparansi publik mengenai
penerapan sanksi hukum dan putusan akhir. Hal ini berpotensi menurunkan kepastian hukum serta
efektivitas penerapan hukum bagi kasus TPPO, terutama terkait pemberatan pidana bagi pelaku yang
memiliki hubungan langsung dengan anak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan
sistem pemantauan terpadu dan transparan, termasuk publikasi nomor perkara di SIPP Pengadilan
Negeri, jadwal persidangan, dan putusan hakim, sehingga pemberatan hukuman bagi pelaku yang

mengkhianati anak kandungnya dapat diterapkan secara konsisten, sekaligus memastikan

37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf f
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perlindungan maksimal bagi korban TPPO. Dengan penerapan pidana pokok, pemberatan, dan
pemulihan korban secara menyeluruh, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the
child) dapat ditegakkan secara nyata.
3. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam UU PTPPO, sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak sebagai korban yang
dijual secara ilegal oleh ayah kandungnya sendiri, diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 17 UU PTPPO.
Pasal-pasal tersebut secara rinci menetapkan ancaman sanski berat, baik dalam bentuk pidana penjara
maupun pidana denda, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban TPPO. Di
samping itu, undang-undang ini juga mengatur kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan kepada
pelaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak lagi memperoleh keuntungan dari
tindak pidana perdagangan orang yang dilakukannya. Pidana tambahan tersebut dapat berupa
perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, pembayaran restitusi atau ganti
kerugian kepada korban, serta sanksi administratif atau hukum terhadap badan usaha yang terlibat,
seperti pencabutan izin usaha atau bahkan pembubaran korporasi yang digunakan sebagai sarana
melakukan perdagangan orang. Pengaturan mengenai pidana tambahan ini menunjukkan bahwa
penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada penghukuman
pelaku secara individual, tetapi juga bertujuan untuk memutus jaringan dan keuntungan ekonomi
yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Maka, komitmen negara untuk
memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku, mencegah terulangnya praktik perdagangan orang,
serta menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh, khususnya bagi
anak yang merupakan kelompok paling rentan dalam berbagai praktik eksploitasi dan perdagangan
manusia.®
4. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam konteks TPPO dengan UU ITE dengan kasus anak sebagai korban penjualan secara
ilegal lewat media sosial. Disini dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan
kerangka regulasi untuk menanggulangi konten berbahaya di ruang digital. Pasal 27 ayat (1) melarang

distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sementara Pasal 16A mewajibkan

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, ketentuan mengenai pidana tambahan dan pemulihan korban.
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platform digital melindungi anak dan Pasal 16B mengatur sanksi administratif bagi platform yang
lalai. Meskipun demikian, UU ITE tidak secara langsung mengatur TPPO anak, sehingga untuk
penindakan pelaku perdagangan orang tetap merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Meski teknologi digital membawa kemudahan komunikasi dan informasi, kemudahan ini juga
dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, termasuk eksploitasi dan perdagangan anak.

Selain keterbatasan norma, kendala lain juga muncul dari adanya tumpang tindih dan
fragmentasi pengaturan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, yang masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan tersendiri namun
seringkali bersinggungan dalam praktik. Meskipun secara teoritis berlaku asas lex specialis derogat
legi generali, dalam implementasinya aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam
menentukan ketentuan mana yang paling tepat untuk digunakan, terutama ketika satu perbuatan
memenuhi unsur dari beberapa undang-undang sekaligus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
inkonsistensi dalam proses penegakan hukum maupun putusan pengadilan, serta dapat
mempengaruhi kepastian hukum bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban. Di samping itu,
kendala teknis seperti pembuktian berbasis digital, keterbatasan sumber daya dan keahlian aparat
dalam melakukan digital forensics, serta masalah yurisdiksi lintas negara semakin memperumit
penerapan aturan yang ada, mengingat kejahatan di media sosial sering kali melibatkan pelaku dan
jaringan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan
hukum yang komprehensif, harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, serta peningkatan
kapasitas institusi penegak hukum agar pengaturan yang ada dapat berfungsi secara optimal dalam
mencegah dan menindak perdagangan anak di era digital.

Namun, pendekatan KUHP yang tetap digunakan dalam kasus TPPO melalui media sosial
mencerminkan adanya kesinambungan antara hukum pidana klasik dan modern. Hal ini menjadi nilai
positif karena tidak semua perubahan sosial harus direspons dengan pembentukan undang-undang
baru, melainkan dapat diakomodasi melalui optimalisasi instrumen hukum yang sudah ada. Dengan
dukungan undang-undang khusus, KUHP justru berperan sebagai penguat sistem hukum secara
keseluruhan, sehingga tercipta harmonisasi dalam pengaturan sanksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa perspektif KUHP terhadap pengaturan sanksi pelaku TPPO di media sosial tetap relevan dan

39 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,
(Jakarta: Kencana).
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memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, komprehensif, dan

berkeadilan.*°

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang
dilakukan lewat media sosial pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup
komprehensif dalam sistem hukum di Indonesia termasuk Undang-Undang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
secara keseluruhan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.
Perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu
preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi digital,
pengawasan penggunaan media sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
perdagangan orang. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap
pelaku, termasuk penelusuran jejak digital. Sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan melalui
pemberian perlindungan, pendampingan, serta pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi anak
korban, termasuk reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan dan penanganan terhadap tindak pidana
perdagangan orang terhadap anak lewat media sosial telah cukup memadai, namun masih
memerlukan penguatan dalam implementasi dan pengawasan di era digital.

2. UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan KUHP telah mengatur sanksi pidana bagi
pelaku TPPO yang menjual anak secara ilegal lewat media sosial oleh ayah kandung. Sanksi
pidana meliputi hukuman penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar serta pidana
tambahan seperti pencabutan hak asuh dan kewajiban memberikan restitusi kepada korban,
dengan mempertimbangkan adanya unsur pemberat berupa hubungan keluarga, penyalahgunaan
kekuasaan orang tua, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kejahatan, sehingga
penjatuhan hukuman yang tegas menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan

menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

40 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana).
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